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BUPATI SIMALUNGUN

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR \£ TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 tahun *
2012 tentang Pajak Air Tanah belum dapat
mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari
pajak air tanah sehingga perlu diganti dengan
peraturan bupati yang baru;

\ b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan
Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan
Peraturan- Peraturan Lain Untuk Melaksanakan
Otonomi dan Tugas Pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pajak
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kwalitas Air dan Pengembalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 153);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 4859);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah

1 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan •
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang *

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
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Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016
Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah *
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2018 Nomor 3);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK AIR
TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.* Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Bupati adalah Bupati Simalungun.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Simalungun;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Simalungun.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan1 usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN),
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atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

• atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan
di bawah permukaan tanah.

8. Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air
oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.

9. Nilai Perolel’an Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air yang
telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah yang besamya
sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar
Air.

10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air
tanah per satuan volume air yang akan dikenakan pajak pemanfaatan
air yang besamya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan
Faktor Nilai Air.

11. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot
nilai dari komponen sumber daya alam, dan komponen kompensasi
pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besamya ditentukanberdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume
pengambilannya.

12. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upayapemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akanterjadi akibat pengambilan air.
13. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungutdengan subsidi silang pengambilan air tanah.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata

rata air per satuan volume yang besamya sama dengan nilai investasiuntuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksi.15. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan
pemanfaatan air tanah.

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan
pemanfaatan air tanah.

18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahunkalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yangtidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatusaat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahunpajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamyapajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib

pajak serta pengawasan penyetorannya.
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21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah
pokok pajak yang terutang.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif

, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah •
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih •Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan
atau Surat Keputusan Keberatan.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
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dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

33. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai
kineija tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2
(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
(2) Objek pajak adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
(3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan

peribadatan.
(4) Keperluan dasar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah oleh rumah
tangga untuk keperluan rumah tangga itu sendiri dan tidak untuk
dikomersilkan.

BAB III
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 3
(1) Pendataan objek pajak air tanah dilakukan dengan memberikan

formulir pen dataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani •
oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau
kuasanya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah selaku subjek pajak harus



melaksanak.̂ n pendaftaran usahanya kepada kepala badan untuk
menjadi wajib pajak.

(4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 4
(1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan

menggunakan formulir pendaftaran kepada kepala badan melalui
bidang pendapatan dan penetapan badan pendapatan daerah.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak
atau kuasanya dengan melampirkan :
a. fotokopi identitas diri;
b. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang

(apabila ada); dan
c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan

dengan aisertai fotokopi identitas penerima kuasa.
(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan ke Bidang Pendapatan dan Penetapan Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7
(tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir
pendaftaran.

(4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan
menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan
menerbitkan:
a. Kartu NPWPD; dan
b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.

(5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat
pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.

(6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut
dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5
(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap

dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta
menyampaikan kepada bidang pendataan dan penetapan badan
pendapatan daerah.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil
sendiri oleh’wajib pajak di bidang pendataan dan penetapan badan
pendapatan daerah.

(3) SPTPD memuat pelaporan tentang jenis air tanah, kualitas air tanah,
tujuan penggunaan, volume dan tingkat kerusakan.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka
batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari keija berikutnya.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, maka akan
diterbitkan SKPD secara jabatan dan pajak air tanah terutang akan
ditetapkan minimal sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh
wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan
SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,

Kepala Badan dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data barn dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
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yang terutang.
(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam

Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
bupati ini.

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA.
(2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah

yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor berikut :
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.
(3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara

mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
dengan HDA.

(4) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara
mengalikan FNA dengan HAB.

(5) Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
cara mem&erikan bobot nilai tertentu pada masing-masing
komponennya

(6) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar
Rp.600,- (enam ratus rupiah).

(7) HAB perusahaan daerah air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

Pasal 8
(1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri 2 (dua) komponen

yaitu volume dan harga dasar air.
(2) Komponen volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

besamya pengambilan air.
(3) Komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

besamya ditentukan dari :
a. komponen sumber daya alam yang meliputi faktor jenis air tanah,

lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
b. komponen Kompensasi.

Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan,
peruntukan dan pengelolaan air tanah meliputi tujuan, volume
dan tingkat kerusakan lingkungan.

(4) Setiap komponen HDA dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2
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(dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
prosentase 60 % (enam puluh per seratus) untuk komponen sumber
daya alam dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk komponen
kompensasi.

(5) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah
pengelolaan oleh wajib pajak dari segi usaha dan kegiatan yang
dilaksanakan meliputi:
a Kelompok Non Niaga termasuk di dalamnya :

1. Instansi/lembaga/kantor pemerintah;
2. Instansi/ lembaga/kantor TNI/ POLRI;
3. Terminal bus / Stasiun kereta api
4. Pasar
5. Sarana instalasi pemerintah;
6. Kolam renang umum milik pemerintah;
7. Asrama pemerintah;
8. Perguruan tinggi negeri/swasta/akademik; dan
9. Perumahan Perusahaan

b Kelompok Niaga :
1. Niaga Kecil yang meliputi :

a) usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
b) usaha kecil/ losmen/hotel melati/pemondokan (kos-kosan);
c) rumah makan/ restoran kecil;
d) rumah sakit swasta/ poliklinik/ laboratorium/ praktek dokter;
e) laundry;
f) toko/kios/warung;
g) pangkas rambut;
h) bimbingan tes/ kursus ketrampilan/ biro jasa;
i) Niaga kecil lainnya.

2. Niaga Sedang yang meliputi :
a) salon kecantikan/ panti pijat/mandi uap;
b) Bank;
c) Persewaan jasa kantor;
d) Bioskop;
e) Super market;
f) Service station, bengkel, cuci mobil / motor;
g) SPBU; dan
h) Niaga sedang lainnya.

3. Niaga Besar yang meliputi :
a) Kolam renang;
b) Fitness center;
c) Gedung olahraga atau futsal;
d) Hotel dan / atau apartemen; dan
e) Niaga besar lainnya

c. Kelompok Industri :
1. Industri Kecil yang meliputi :

a) Industri rumah tangga;
b) Pengrajin;
c) Sanggar seni;
d) Usaha konveksi;
e) Industri pertambangan skala kecil; dan
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f) Industri kecil lainnya.
2. Industri Sedang yang meliputi :

a) Pabrik es;
b) Pabrik makanan;
c) Indiistri kimia, obat-obatan, komestik, plastic;
d) Pabrik mesin, elektronik, otomotif;
e) Pengolahan logam;
f) Pabrik tekstil, garmen, kulit, sepatu;
g) Pabrik keramik, gelas, dan sejenisnya;
h) Industri pengolahan kertas / pulp;
i) Agro industri; dan
j) Industri pengolahan kayu;
k) Industri sedang lainnya.

3. Industri Besar yang meliputi :
a) Industri air minum;
b) Pabrik rokok; dan
c) Industri besar lainnya.

d. Kelompok Pertanian dan Petemakan
1. Pertanian; dan
2. Petemakan.

e. Kelompok penjual air non PDAM
1. Kawasan Industri.
2. Perusahaan pembangunan perumahan / industri.
3. Penjual air lainnya.

f. Perusahaan Daerah Air Minum.
g. PLTA / PLTU / perusahaan listrik / pertambangan.

I

Pasal 9
Apabila terdapat pengambilan dan / atau pemanfaatan air diluar
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) maka pengelompokannya
disesuaikan dengan jenis pengambilan dan / atau pemanfaatan yang
paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Badan teknis.

Pasal 10
(1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) huruf a untuk perhitungan NPA ditentukan oleh:
a. jenis air tanah terdiri dari :

1. air tanah dangkal, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih
kecil dari 30 M;

2. air tanah dalam, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih
dari 30 M; dan

3. mata air.
b. Lokasi sumber air tanah meliputi :

1. ada sumber daya air alternative seperti jaringan PDAM; dan
2. tidak ada sumber daya air alternative.

c. Kualitas air tanah, terdiri dari :
1. kuautas baik; dan
2. kualitas cukup baik.
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BobotKriteriaNo.

Air tanah dangkal, ada sumber daya air altematif,
kualitas air baik

5,001.

Air tanah dangkal, ada sumber daya air altematif ,
kualitas air cukup baik

4,502.

Air tanah dangkal, tidak ada sumber daya air
altematif, kualitas air baik
Air tanah dangkal, tidak ada sumber daya air
altematif, kualitas air cukup baik

4,003.

3,504.

Air tanah dalam, ada sumber daya air altematif,
kualitas air baik

5. 3,00

Air tanah dalam, ada sumber daya air altematif,
kualitas air cukup baik

6 . 2,50

Air tanah dalam, tidak ada sumber daya air altematif,
kualitas aiv baik

7. 2,00

Air tanah dalam, tidak ada sumber daya air altematif,
kualitas air cukup baik

8 . 1,50

9. Mata air, ada sumber daya air altematif
Mata air, tidak ada sumber daya air altematif

1,00
10. 0,50

Pasal 11
(1) Komponen kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

huruf b memperhatikan jenis usaha dalam kaitannya dengan
kemungkinan (probabilitas) penggunaan air oleh usaha tersebut.

(2) Kemungkinan (probabilitas) penggunaan air oleh suatu subjek
pemakai atau kelompok pemakai air ditetapkan berdasarkan hasil
observasi lapangan, kewajaran penggunaan air oleh suatu usaha •
tertentu dan memperhitungkan aspek keadilan.

(3) Bobot komponen biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air
tanah berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah
dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ditetapkan
sebagai berikut :

Volume Pengambilan Air (M3)Kelompok
PemakaiNo 5001-

1000
1001-
2500

2501-
5000

0- 50 51-500 >5000
Non
Niaga1 1,00 1,05 1,10 1,15 1 ,20 1,25

2 Niaga Kecil 1,50 1,55 1,60 1,65 1,7 1,75
Niaga
Sedang3 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

4 3,00Niaga Besar 3^05 3,10 3,15 3,20 3,25
Industri
kecil5 3,00 3,50 3,10 3,15 3,20 3,25
Industri
sedang6 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

7 Industri 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50
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besar
3,253,00 3,50 3,10 3,15 3,208 Pertanian

5,00 5,50 6,00 6,50Petemakan 4,00 4,509
Penjual air
non PDAM 4,50 5,00 5,5010 3,00 3,50 4,00

Penjual air
PDAM 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,5011

PLTA /
PLTU /
Perusahaan
Listrik /
Pertambang

12 4,00 4,30 4,60 4,90 5,20 5,50

an

Pasal 12
Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 13
Besamya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan ramus sebagai berikut :
Besamya pajak air tanah

NPA
HDA

= NPA x 20%
= Volume x HDA
= FNAxHAB

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 14
Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 15
Pajak yang terutang dalam masa pajak teijadi pada saat pengambilandan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 16
(1) Pajak air tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan

SKPD Official Asseswent .
(2) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalamSKPD dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnyatanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
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(3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya
dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah berakhimya masa pajak dengan menggunakan
SKPD atau SSPD.

(4) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank ke Rekening Kas
Daerah Kabupaten Simalungun atau melalui bendahara penerima
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke
bendahara penerima badan pendapatan daerah dalam jangka waktu
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib
menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas
waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam
Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 17
Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak
terutang dilakukan sebagai berikut :
a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran

maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai
alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang
bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima
kepala badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD;

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam

. keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat
telaahan dari kepala bidang penagihan badan pendapatan daerah.

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak
berjalan;

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan,
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala
badan;

f. pembayarah angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen);

g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
a) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat

jumlah sisa angsuran;
b) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besamya
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sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran;

c) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah
pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

d) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 2 % (dua persen); dan

e) besamya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok
pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua
persen). 1

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
a) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak

terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 %
(dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda,
dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

b) besamya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua
persen) perbulan; dan

c) penundaan pembayaran hams dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan
tidak dapat diangsur.

i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan
pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 18
(1) Kepala badan dapat menerbitkan STPD apabila :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau

denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang temtang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati
ini.

BAB VIII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 19
(1) Kepala badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat

memberikan pengurangan pajak.
(2) Besamya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh kepala

badan.
(3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan
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25% (dua puluh lima persen).
(4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :

a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dengan

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan danalasan
dilampiri :
1. fotokopi KTP;
2. fotokopi SKPD; dan
3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa

apabila dikuasakan.
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

kepala badan melakukan analisa kelayakan permohonan
pengurangan pajak;

e. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka
kepal? badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, kepala badan
harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan
penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan
kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
permohonan diterima.

(5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian
penguranga,n pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

yang

BAB IX
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 20
(1) Kepala badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam *hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD,
SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dalam
waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau
SKPDKBT dengan melampirkan :

1. fotokopi KTP;
2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai

dan fotokopi KTP penerima kuasa;
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

kepala badan melalui kepala bidang pendapatan badan pendapatan
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daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada kepala badan

sebagai dasar untuk memberi keputusan;
d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif, ditetapkan oleh kepala badan;
e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan harus
memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;

f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud
pada huruf e, kepala badan belum memberikan keputusan, maka
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap
dikabulkan; dan

g. Kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terhadap
keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, kepala badan harus :
a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya,

atau;
b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang

terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang tercantura dalam STPD, SKPDKB atau
SKPDKBT.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan
berdasarkan alasan yang dapat diterima, kepala badan mengurangkan
atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB atau
SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif.

(6) 'Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 21
(1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak

dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar, apabila :
a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan

untuk menentukan besamya pajak terutang sedangkan batas
waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan
pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan
penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau
penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan
penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya
persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui
batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
pokok pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan /atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

dan
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Pasal 22
(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar

permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang

meyakinkan; dan
b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen

berupa fotokopi :
1. SKPD yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan

pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD .
atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi
administratif.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), tidak dapat dipertimbangkan
dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan
dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul kepala
bidang pendapatan badan pendapatan daerah berdasarkan
pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 23
(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 atau permintaan karena jabatan, kepala badan melalui
kepala bidang pendapatan badan pendapatan daerah membahas
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
pertimbangandengan melampirkan

pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak.
(3) Berdasarkan laporan kepala bidang pendapatan badan pendapatan

daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan
ketetapan pajak, kepala badan memberikan keputusan.

(4) Kepala bidang pendapatan badan pendapatan daerah melakukan
proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

telaah atas

Pasal 24
(1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak, kepala bidang pendapatan dan penetapan badan
pendapatan daerah segera :
a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara

menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau
mempcrbaiki SKPD lama;

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi
catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama
pejabat yang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak
paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan

d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.
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(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan
dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau
pembatalan dimaksud.

BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 25
(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak air tanah, kepala badan berwenang

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban pajak air tanah dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi
dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan
serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

(3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang
menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam
menghitung volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan
dengan metode penghitungan volume pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Dalam hal pemeriksaan pajak air tanah, bupati berdasarkan
permohonan kepala badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten .
Simalungun untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, kepala
badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak
hukum atau instansi yang terkait.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26
(1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :

a. kineija badan pendapatan daerah;
b. semangat keija bagi pejabat dan pegawai;
c. pendapatan asli daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan
pencapaian kineija yang telah ditentukan.

(3) Besarnya insentif dit.etapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun beijalan dari rencana penerimaan pajak air tanah.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak air tanah, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
kepada kepala badan.
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(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teijadi
apabila :
a. Pajak air tanah yang dibayar temyata lebih besar dari yang

seharusnya terutang; atau
b. Dilakukan pembayaran pajak air tanah yang tidak seharusnya

terutang.
(3) Wajib pajak dapat. mengajukan permohonan pengembalian atas

kelebihan pembayaran pajak air tanah kepada kepala badan.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi

persyaratan dan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan mencantumkan besamya pengembalian yang dimohonkan
disertai alasan yang jelas dengan dilampiri :
1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima

kuasa apabila dikuasakan;
2. fotokopi SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
3. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak atau

kuasanya apabila dikuasakan dan bermaterai cukup.
(5) * Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap
permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
air tanah, kepala badan harus memberikan keputusan.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terlampaui dan kepala badan tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak air tanah dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(8) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
tersebut.

(9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala badan memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak air tanah.

Pasal 28
(1) Dalam ha1 wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka

pengembalian pajak air tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak
air tanah.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak air tanah dibebankan pada
mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi
pendapatan pada tahun anggaran beijalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak air tanah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak
terduga.
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BAB XIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALLAN

Pasal 29
(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak air

tanah ditugaskan kepada badan pendapatan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat

bekeija sama dengan dinas sumber daya air, badan perijinan, satuan
polisi pamong praja, kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Simalungun Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
I

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan * pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 22 Wntq- 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2($ fann&T 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

N PURBA

BEWTA,pAE^AM' KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR %0} TAHUN 2019



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

*

TAHUN 2019
2019

BENTUK DAN FORMAT ISLAN FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN Tanggal PendataanFORMULIR PENDATAAN

PAJAK DAERAH
PAJAKAIRTANAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

A NPvVPD

m M I N I
E . HAMA. VVAJIE PAJAK

C. ALAMAT W AJIB PAJAK

D. HAMA USAHA

E. ALAMAT TEMPAT USAHA

PENGAMEiLAIi/PEMAITFMTA
AIR TAIIAH

G.DESA / KECAMATAN

H . TELEPHONE

Simalursgun
Petugas Fen-data

PETUNJUK PBIGISIAN FORMULIR PENDATAAN :
Kotom A . Diiskan sesuai dengan data yang ada dalam NFW PC

iapabilasudah ada :-
DBsican sssual dengan yang tsrcantum dalam Surat liin
Usana yang be?ia*u : acatila sudah aaa; atau diisisesuai
<s3daan.'10xasi usaha

Kobm B. 0; D, E, F dan G

BUPATI SIMALUNGUN,1

dto

J.R SARAGIH
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

.TAHUN 2019
2019

NOMOR
TANGGAL :

BENTUK DAN FORMAT ISLAN FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BADAN PENDAPATAN'DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

1
Kepada Yth

Nomor Formuiir
di

PERHATIAN :

1 . Harap diisi dalam rangkap dua (2 i ditulis dengan hum: CzJAK

2 . Beri tanda V pada kotak yang tsrsedia untuk jawaban yang diberikan

3 . Setelah formuiir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembaK kepada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simahmgun langsung atau dikirtm melakri Pos paling
lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. NamaWajib Pajak
2. Nama Badan / Mark Usaha
3. Alamat i Sbto copy Surat Ketsrangan DomisiH dilampirkan

- Dusun/Jalan/ RT
- Desa :

Kecamatan
Kabupaten
Xcmcr telepon
KodePos

4. Surat izin yang dimiliki (fotoccpy Surat Izin harap dilampirkan i

- Surat izLn C-angguan No
Surat izin
Keparwnsataa

Surat izin

TgL

No. TgL

No, TgL

Surat izin No, TgL

24



5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)*
- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Perverangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet

Lainnya
* disilang

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
6. Nama pemilik / pengelola :

7. Jabatan

8. Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )
Dusun/Jalan :
R T / R W / R K
Desa/ IJelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Nomor telepon :
Kode Pos

9 Kewajiban Pajak
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak

* disilang

.20.

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R SARAGIH
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

TAHUN 2019
2019

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD)

NO. SPTPD
PCMEfUNTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET

PAMATANG RAYA
SUMAT6RA UTARA

MM Pdj-k

Tahun Pajak

SPTPD
(SURAT PEMRFRITAMUAN PAJAK DAfRAM)

PAJAK AIR TANAH
GOLONGAN 2

N. P.W. P 0. Kepada Vth :

f i n i i n i m m r m
d»-

PERHATIAM .
1. Harap dUsl dalam rangkap 2 ( dua ) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri Nomor pada kotak
B.Setriah di:si dan d:tar.da tangani harap discrahkan kernball kepada Dinas Pendapatan PengeloJaan Keuangan dan Aset

ICabupaten Simalungun di Pamatang Raya paling lambat pada ung&al
dan tanggai 20 bulan berikutnya ( Self Assesment )

4 KetcriambaLm Penye/ahan dari tanggai tersebut di atas akan dijakukan Penelapan secara iabatan untuk
W. P. Yang berdasarfcan Official Assesment dan Ocnda untuk WJ>Jan|berdaoarkan Self Assesment.

A DtlS! OLEH PETUGAS PENDATAAN DPPKAD

[ }yang tersedia untuk jawaban yang di berikan.

( Official Assesment \

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat Wajib Pajak

5 Nama Peruuhaan

4. Alamat Perusahaan

5. Faktor Nilai PeroJehan Air beri tarda (x) untuk faktor yang lesua*

6. rdkiof - raktor peroiehan air
I Jenis sumber air [] sumur bor

f ] dekat jaringan PDAM (K-l )

[J mata air

£] tidak ada jaringan PDAM (K-ll)
II Kriteria lokasi tempat pengambilan air

Hi Jumlah titik air yang diambil tltlk1

D b,ik

indiisfri
V! Tingkat kerusskan n'ngkungan yang ditimbuikan akibat pengambiian air

VII PerNtungan volume air untuk Wajib Pajak yang menggunakan water meter

angka water meter s / d tutor, tolu

sedang

J non indwstN

Q aman [j rawan

IV Kuaiitas sumber air

V Kelompok pengambilan / ienis usaha

- a.

b angka water meter s/ d bulan ini

Jumlah volume bulan ini (b - a)

Perhitungan vo.̂ Me air untuk Waub Paja* yang tioak menggunakan

Kapasitas / debit air

c. :

vm water meter :
a.

b. pemakaian setiap hari

pemakasan datom1bulanc.

mJd. jumlah volume bulan ini a x b x c x 3600 v 3600x X

1000 1000

Dilanjutkan pada haiaman 2
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I

• 2 -

R PfBNVATAAN

Dengan menyadari s e p e n u a k a n segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dongai; ketcnttUUi ptrujuiang
undangan yangberlaku. saya .nenyatakan bahwa apa yang leiah kami berltahukan lersebut di atas beserta
Sampirar. Jarr.pirannyo ddaidfc Lenai. iengkao dan MMa5

Wajib Pajak

Nama leVas

CDIISIOLEH PETUGA5 PENERIMA DIPENOA KABUPATEN SIMAIUNGUN

Tata cars Penghitungan dan Penetapan vang dikehendaki

Q 1- Official Assesment (Dihitungdan Ditetapkan oleh Pe|abat Dipcndal.
7 Self Assesment (Mcnghiturg dan Nfpngtapkan Paiak icndiii).

:

Diterima tanggal

Nanu."ctugas

NIP

MODEL :DPD II - 24

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J . R SARAGIH

l
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B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

\ SUftAT KfreTAP^'l PAjA*. DAEftA.*-!
. srpo)

: PC'\t*1U ~A-t K.AB^ATtr* SI.’tALU*a3<-f »

! 'to . tc*-:?BADAN P E'iDAPATAf.. DA*5A-
'MI UiTiif’w

SW-WTESA. '-"̂ APA

>o<> j j*r.

i
II 3ATU* “Sr -iPC :!

usa^i* <ara eadan

N. » . Vi. o . 3
fr*t*S r*-akM'»

4

}: 50 hz^i satalan -tias * s*;**- e*r'ak »*i .**.

iV&lvt'i'* VOlwrt'* Bln ir.i3fis o# <- t.ok as A -»o-
! !i

« . « «> !

51 - 5M !
MI • :ew

:;w
:JM I

•t*.̂ 5 r Po

PA 3A» A15 ’TA'4 Â ir.Z I » P
71».!ftp

«P
I *P
I :->o: -nl -C Pp
f n? • ftp «?

3 W 71*.an . .I A . i <? i , 0* 715 . ap
5I I

! 3 utriat* pa ^ ak xarutarg id % x ftp ap

D* ~ Z 9 ~ :
iatu }jta sa-Pilan -atu: dua p'-iu- ra-cilan -;tu - at ^s *r>an ruljh TUTU* "upian

Pe -^atia" -

i. NC. r *i -rjr I > Pwpai« • ix--*ai j- ,gu - . . 55 AcA5C*l
_

Earik *«£«* -«
!rtfona:i » < Tbk > Cafcane P#wat »rfiiint*»’.

, «*'-*£ Pis«tpr < an relalji Ba'- pa"*'* * P«n» riir.aan, fa- k; . atau P-et-gas VP^O e «*3
7.ar jpat« n Sinalur-g ,n.

'- »'~ A 0 - i I Jiilj'

ifv> re- je- .- <? a -*i raja * > a"g r*- P.la- da" :;tf -ntva-
Tagihan »aiak Oa-aran fSTPO : .
SK.PO ini ou*ar* seoagai ou < ti kaptmilifcan mn.

-c ij/- C - c *• Z •J« vi 1\
dala*" r-'.rat

— ^ >»- - »• • -» * •V -IS
_

O at -.S - 1?*ci a
j J .

i A. i

Pafnatang fta > a,
A.n. » EPA _A B.OAN aeriOAPATAN DAfftA^

* APVPATfr. 5If'A.cU»l<5s>»s
* EPALA BIDAJwO PErOATAA;» DA‘« PENETAPA/V

\
I

i
i
{
I

MP.

I TA.NTA TEftX»-Vfc PEKCIftX'UM SfPD, TAT^GGAL V.ZHW :
»
j UA»1A uP /l-:P :

i NPwP0/^P»-;ftC>
ALAMAT i .p :

i TelaH .7i«"«"i7ia : Su-at » eT tsca ^ Pad »k Daera^ 1 5» PO ), Ta^ggalfvO . 1 C^i r :
|

fc *ter *r?"
1 p »rata -*c ft* , a ,

* ang r«".« f- iP\a ,Petoga5 P"?igi rjrp^

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR
TANGGAL :

.TAHUN 2019
2019

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG
BAYAR (SKPDKB)

PE MERINTAHKABCPATEN SMALUNGIN
BAEAN PEXDAPATAN DAERAH

FAUATATiG RAYA
SfMATI R.A ITARA

SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH KURANG BAYAR

SKPDKB)

yO SKPDKB

x

Varna Wgib Pajak
Xami Objak Pajak
AlaraatU.aha
V.O.P.D

x
X
X

X

Jaiis Pajak Daarah DiksnakanDanda
Vc.Kcbir
Masa Pajak
1. BaidaiarkanPardaKabspatanSimahinscnVciiiDr

Pamadfcsaar.atas KataranganLair.itas petakaanaar.kyajibar. Pajifc.
2. Dari PasiHriJsam aa; Karsiar.sar.Lam tarsabutdiaOj. panghi nmaar.jrsriah v2«a masshhar-i dibavar adalahsabaaai

bedk;t:
1. DasarPanganaan Pajak
2 . ?ajak >ang tanstang

KiacitP^ak .

a Kompen;itsi kalabihan paitiba\aian
b. iatcranj.ang cilakskan
a Lam-lam
d. Jismiah \ana dapat difcraditkan la- b-c;•

4 Jismlah tafccranmipan*avarm Pckck Pajak 12- 34;
5. Sanksi admmLtiati:

a 3tsnga
b. Ksnrikan
a JuitiUh ianksi adnunistrati:(a-bl

6. Jtsmlah >ana raasih ban;;dibavar (4- 5c:

PaiakAir Tanah
x
x

.. -alien . ... rantang Pajak tslah dilakiskan

Rp .

Kp

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Kp.

Dsngan faintf :
PIRHATLAN :
- Psmbayaran atas pajak temtang dilakukan pack Bendahara Pensruna badan Pendapatan Daerah Kabupattn

Stmalungun dsnean menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD)
2 SKPDKB dur.atakanLUXAS jtia talahdtsahkanvalidasiKaa Rsistar atais aaptanda tanganPsjabat.
3 Apabita SKPDKB ini tidakateis kerang dibayar iatalah Israt ivakris paling lama 3C (dga pcliA.; had sajak SKPDKB

mi atarbttkan dikarukati unlit adramistrad:barscabimza 2? ; j-ja cersart: oar belra.

Pamatana Rava
3fl Kapak Badar.Pandapaar.Daarah

Kabapatar. StaahiegBE
KapaUBidar.g Pandatsar.dar.
Pacatapar.

Ntp-



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT)

SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH KURANG BAYAR

TAMBAHAN
( SKPDKBT)

PE ME HINTAH KABVPATEN SIMALUNGEN
NO . SKPDKBT

BAD.4N PENDAPATAN DAERAH
PAUATA-VG RAVA

ST~N1AT E RA IT AKA
SL

Nana Wajib Paj ak
Nana Objak Pajak
Aiainat Eaaha
N.O.PD

x
x
x
x

Jalia Pajak Daerah Dikenakan Danda
No. Kohir
Man Pajak
I. Beida»aikan?exda Kars-paten SimalsnasnNcmDi

Peinerikaaan la:KeteranaanLain acz; pelakaanaankwajibanlVajib Paiakdan telah di tamskan data bare, me data
yan? ssmsla belstn tersn?kap.

II. Dari data bars aas data ears sansla bslsm tersnjkaj:, P»r.?hitsn?2njsmlah van? masih barss ditavar adalah isb a?a:
benkst:
1. Dasar Pen?sazan Pajak
2. Pajak van? terstan?
3. Kredit Pajak :

a. Kempemail ketebihan pemt a>aran
b. 5stcran van? dtlakskan
c. Lain4ain
d. Jsmlah van? capat dikraditkan la- b-cl

4. Jsmlah ksksran?an pembavaranPckckPajak ( 2-3d)

5. S ankst abrmntstrati:
a. Bsn?a
b. Kenaikan
c. Jsmlah sanksi administrati: (a-b)

6. Jsmlah van? masihharss dtbr--ar (4- 5c;

Pajak Air T a pah

x
x

tenLin? Pajak tslah stiakskan.ansn

Rf .

Rp

Rp .

Rp .
Rp .

Rf .

RF
Rp
Rp.

RP .

RF .

Dertgctt hurif /' :
PEKHATIAN ;
1 Pembavarar.ataa paiak tenitar.?di lakufcar. tsada Ber.dahara Per.erisia Badar.Per.dapatar.Daerah Kabupater. Sinalsr.sur.dsr.Ear.aeniHsrjkar.

Surat Setor Pajak Daerah (SSPDj
2 SKPDKBTdimatakan LUNAS jtka telahdisahkan validaai Kas Register atas eap tanda tar jar. Pet abat
3 Apabila SKPDKBTini hiakatas ksran? cib zyar aetelahlev. atr.-akts palm? lama 3C lb?a pslsh': han sejak SKPDKBTim ditsrbidear.dikarzkar. lark;; zdmirhtrxtlf barspa bsrza 2°:;dsapari;r. par bslar-

Pamatan? Raya.
a.n. Kepala Badar.Per.dapatar.Daerah

Ka&apster.Si22l'jnrm
Kepala Bidar? Pendataar.dar.Per.etapar.

t

BUPATI SIMALUNGUN,
a

dto

J.R SARAGIH
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

TAHUN 2019
2019

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

j fr* - '5RINTi- K-e'-JPA'TSh. SI«AuL'N«VN
eO» > > PENDAPATA!. DAERAH

P A* \A-AN-3
1\ K C . SSPDI SSPD •

!i r - j’i

\ i,ASA PA DAVS Jf \A T£R^ U ^ ARA
•: :
\

J
I1

I! ‘-Vrs E;; •S* Vi * “i *

i1
I IAla-sat Vsaha

IP *i» •

\ IDaerah f.P.̂ D j

^ry^to^ar e <* t* si» sar-kanf ISjrat Tet soar Pajak. :' £KPO '

, tic . ». c h i-
Ta -'g- jl Te-rsa

i Tanggai etetecs" i
( "a^ gga i »- i r i a !
| T*nSg*i fataJ P-e -*> i
i i
i !
I i NO i I iNO . REV DEM 5 D- EPiH :ULA.H
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

.TAHUN 2019
2019

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

PEMEKINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PAMATANGKAYA
SUMATERA UTARA

SURAT TAGMAN P.AJAK
DAERAH

(STPDl

NO _ STFD
s

Nana v.'ajibPajak
Naraa Objak Pajak

x
x

AliT'irUiihl X

X.O.F.D X

J*cii Pajak DsrA Dtefaiac D*«Sa
No. Kohii
Masa Pajak
Tal . larch Tarr.ro
Tfl. Saiof SKH3
Xitel Fsjak TerMafi*
Baagan Panda

Paj it Air T mah
i
x
X
X
Rp. X

ill x ... buUa

Jamilih Denda : Rp -
1

Daisst Hia-of : * RtpiaA

Pajfcatian :
* NoP-fikar.ing KaaDaerahKabupatanSiaslur.g'ir.55464011 PT Bank Nagara Indonaai;Tbk) Cabar.gPamatangiiantat- Hasp Dtsatorkar.Malalui Bondahara Par-ariaa Back.Alau Patugas UPTD BDP Kabupatsr.Sisatungun- Ajabila STPD ir.i TidakOibayater.Mika Wajib Pajai:AkacKasba!i Difcanakar.Dacia iabass N^Dua Parian;Dan Nilai Pajak Yasig

Taratana umtuk bular.beritotnya dan aafcsisoal dtkenafcan J+'dua puhth empat}bulan

PAMATANGKAYA.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN,

251«

NIP :
TA~-~A TEF.P.IA PEXGTIM.AX •TPD

KAMA U'ATIB PAJAK
NO PD
ALAMAT ^'AHS PAJAK
NOMOP.iTH>
TANGGAL TEP3MA

PAMATANGF-AYA.
YANG MEXBUMA.PETUGAS PENGIF.IM
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

TAHUN 2019
2019

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Air Tanah

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

Kode Pos.21162

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG

Kepala Badan,
Bahwa berdasarkan hasil peraeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan

tanggal
terdapat / tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besamya Pajak Air
Tanah yang terutang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Simalungun tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Seri A Nomor 8 Tahun 2010);

tentang Tata Cara Pengelolaan

Menimbang a.
Pajak Air Tanah Nomor

b.

Mengingat 1.

2. Peraturan Bupati Simalungun Nomor
Pajak Air Tanah;

Surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanah atas namaMemperhatikan Tanggal
, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTtJSKAN :
Menetapkan
KESATU Mengabulkan / Menolak*) permohonan pengurangan Pajak Air Tanah yang terutang

kepada wajib pajak :
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Usaha ;
Alamat Usaha
Besarnya Pengurangan
Berdasarkan jumlah besamj'a pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUPajak Air Tanah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Air Tanah yang terutang :
Besamya Pengurangan ( % x Rp
Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar

iKeputusan Kepala Badan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala BPD,

t

KEDUA

Rp.
) Rp-

R p
1

KETIGA

Simalungun

( 1
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SIMALUNGUN,

#dto

J.R SARAGIH
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

TAHUN 2019
2019

Won Niaga dengan Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik
HARGA DASAR AIR

MENURUT 8EGMEN
KUBIKASI (Rp.)

HARGA
AIR BAKU /
HAB (Rp.)

NILAI
PEROLEHAN AIR

(NPA)

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

VOLUM EFAKTOR NILAI AIR (FNA)NO
AIR

5 » 3*44 6 7 = 6*532 2
1 0-50 M3

2 51-500 M3
3 501-1000 M3

4 1001-2500 M3

5 2501-5000 M3

6 > 5000 M3

66,000.00
599,400.00
672,000.00

2,034,000.00
3,420,000.00
6,900,000.00

1,320.00
1,332.00
1 ,344.00
1,356.00
1 ,368.00
1 ,380.00

503.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 - 2.20
3.00 x 0.60 1.05 x 0.40 - 2.22
3.00 x 0.60 1.10 x 0.40 - 2.24
3.00 x 0.60 1.15 x 0.40 - 2.26
3.00 x 0.60 1.20 x 0.40 - 2.28
3.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 - 2.30

600
600 450
600 500

1500600

2500600
600 5000

10000
13,691,400.00Total Nilai Perolehan Air (NPA)
2,738,280.00Pajak Air Tanah (20%)

Non Niaga dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik
VOLUME

PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

NILAI
PEROLEHAN AIR

(NPA)

HARGA DASAR AIR
MENURUT 8EGMEN

KUBIKASI (Rp.)

HARGA
AIR BAKU /
HAB (Rp.)

VOLUM ENO FAKTOR NILAI AIR (FNA)
AIR

4 5 « 3*41 2 3 6 7 = 6*50-50 M3

51-500 M3
501 1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

1 5.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 - 3.40
5.00 x 0.60 4 1.05 x 0.40 - 3.42
5.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 * 3.44
5.00 x 0.60 * 1.15 x 0.40 - 3.46
5.00 x 0.60 1.20 x 0.40 - 3.48
5.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 - 3.50

600 2,040.00
2,052.00
2,064.00
2,076.00
2,088.00
2,100.00

50 102 ,000.00
923,400.00

1 ,032,000.00
3,114,000.00
5,220,000.00

10,500,000.00

2 600 450
3 600 500
4 600 1500

2500
5 600
6 600 5000

10000
20,891,400.00Total Nilai Perolehan Air (NPA)

4,178,280.00Pajak Air Tanah (20%)

Non Niaga dengan mata air , ada lumber daya air alternatif
VOLUME

PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

NILAI
PEROLEHAN AIR

(NPA)

HARGA
AIR BAKU/
HAB (Rp.)

HARGA DASAR AIR
MENURUT 8EGMEN

KUBIKASI (Rp.)

VOLUM ENO FAKTOR NILAI AIR (FNA)
AIR

4 5 » 3*41 2 3 6 7 = 6*50-50 M3

51-500 M3
501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

1 1.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 - 1.00
1.00 x 0.60 1.05 x 0.40 - 1.02
1.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 = 1.04
1.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 - 1.06
1.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 - 1.08
1.00 x 0.60 1.25 x 0.40 - 1.10

600 600.00
612.00

50 30,000.00
275,400.00
312,000.00
954,000.00

1,620,000.00
3,300,000.00

2 600 4503 600 624.00 500
4

600 636.00 1500
5 600 648.00

660.00
25006 600 5000

10000
6,491,400.00Total Nilai Perolehan Air (NPA)
1,298,280.00Pajak Air Tanah (20%)

Niaga besar dengan Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik
VOLUME

PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

HARGA
AIR BAKU/
HAB (Rp.)

HARGA DASAR AIR
MENURUT 8EGMEN

KUBIKASI (Rp.)

NILAI
PEROLEHAN ADR

(NPA)

VOLUM ENO FAKTOR NILAI AIR (FNA)
AIR

41 2 5 = 3*43 6 7 - 6*50-50 M3

51 500 M3
501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

3.00 x 0.60 3.00 x 0.40 - 3.00
3.00 x 0.60 3.05 x 0.40 - 3.02
3.00 x 0.60 + 3.10 x 0.40 - 3.04
3.00 x 0.60 3.15 x 0.40 - 3.06
3.00 x 0.60 3.20 x 0.40 - 3.08
3.00 x 0.60 + 3.25 x 0.40 - 3.10

600 1 ,800.00
1,812.00
1 ,824.00
1,836.00
1,848.00

1.860.00

50 90,000.00
815,400.00
912,000.00

2,754,000.00
4,620,000.00
9.300,000.00

2 600 450
3 600 500
4 600 1500
5

600 2500
6 600 5000

10000
18,491,400.00Total Nilai Perolehan Air (NPA)
3,698,280.00Pajak Air Tanah (20%)
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

TAHUN 2019
2 '

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Non Niaga dengan Air tanah dalam, ada sumber daya air altematif, kualitas air baik

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEM ANFAATAN AIR

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

NILAI
PEROLEH

AIR (NPA

HARGA AIR
BAKU / HAB

(Rp.)

VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR (FNA)
AIR

2 31 5 = 3*4 7 = 6*54 6

0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

3.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 2.20 600 66,00

599,40

672,00

2,034,00

3,420,00

6,900,00

1 1,320.00
1,332.00
1,344.00
1,356.00
1,368.00
1,380.00

50
3.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 2.222 600 450

3 3.00' x 0.60 + 1.10 x 0.40 = 2.24
3.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 2.26

600 500
4 600 1500
5 3.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 2.28 600 2500
6 3.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 2.30 600 5000

10000
13,691,40Total Nilai Perolehan Air (NPA)

2,738,28Pajak Air Tanah (20%)
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Non Niaga dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEM ANFAATAN AIR

NILAI
PEROLEH

AIR (NP>

HARGA AIR
BAKU/ HAB

(Rp.)

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR (FNA) AIR

1 2 3 7 = 6*54 5 = 3*4 6

0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

1 5.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 3.40
5.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 3.42

102,0C

923,4C

1.032,0C

3,114,0C

5,220,0C

10,500,0C

600 2,040.00

2,052.00
2,064.00
2,076.00
2,088.00

2 ,100.00

50
2 600 450
3 5.00' x 0.60 + 1.10 x 0.40' = 3.44 600 500
4 5.00' x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 3.46

5.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 3.48

600 1500
5 600 2500
6 5.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 3.50 600 5000

10000
20,891,4CTotal Nilai Perolehan Air (NPA)

4,178,28Pajak Air Tanah (20%)
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Non Niaga dengan mata air , ada sumber daya air alternatif

NILAI
PEROLEH

AIR (NP/

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEM ANFAATAN AIR

HARGA AIR
BAKU / HAB

(Rp.)

VOLUME
FAKTOR NILAI AIR ( FNA)NO AIR

7 = 6*55 = 3*4 6321 4

0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

30,00

275,40

312,00

954,00

1,620,00

3,300,00

501.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 1.00 600 600.001

450600 612.001.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 1.022
500624.001.04 6003 1.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 =

1500636.001.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 1.06 6004

2500600 648.001.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 1.085
5000600 660.001.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 1.106

10000
6,491,4CTotal Nilai Perolehan Air (NPA)
1,298,2?Pajak Air Tanah (20%)
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Niaga besar dengar. Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

VOLUM E
NO PENGAM BILAN DAN

PEMANFAATAN AIR

NILAI
PEROLEI

AIR (NP

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

HARGA AIR
BAKU/ HAB

(Rp.)

VOLUMEFAKTOR NILAI AIR (FNA) AIR

2 7 = 6*51 3 5 = 3*4 64

0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

90,0(

815,4(

912,0(

2,754,0(

4,620,0(

9,300,0(

3.00 x 0.60 + 3.00 x 0.40 = 3.001 50600 1,800.00
1,812.00

1,824.00

1,836.00
1,848.00

1,860.00

2 3.00 x 0.60 + 3.05 x 0.40 = 3.02 450600

3 3.00 x 0.60 + 3.10 x 0.40 = 3.04 500600

3.00 x 0.60 + 3.15 x 0.40 = 3.06 600 15004

3.00 x 0.60 + 3.20 x 0.40 = 3.085 2500600

3.00 x 0.60 + 3.25 x 0.40 = 3.106 600 5000

10000

18,491,4(Total Nilai Perolehan Air (NPA)

3,698,2$Pajak Air Tanah (20%)
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Niaga besar dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

NILAI
PEROLEHAN

AIR (NPA)

HARGA AIR
BAKU/ HAB

(Rp.)

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR (FNA) AIR

1 2 3 7 = 6*55 = 3*4 64
1 0-50 M3

2 51-500 M3

3 501-1000 M3

4 1001-2500 M3

5 2501-5000 M3

6 > 5000 M3

5.00 x 0.60 + 3.00 x 0.40 = 4.20
5.00 x 0.60 + 3.05 x 0.40 = 4.22
5.00 x 0.60 + 3.10 x 0.40 = 4.24
5.00 x 0.60 + 3.15 x 0.40 = 4.26
5.00 x 0.60 + 3.20 x 0.40 = 4.28
5.00 x 0.60 + 3.25 x 0.40 = 4.30

126,000.00
1,139,400.00
1,272,000.00
3,834,000.00
6,420,000.00

12,900,000.00

600 2,520.00
2,532.00

2,544.00
2,556.00
2,568.00
2,580.00

50

600 450

500600
600 1500

2500600

600 5000
10000

25,691,400.00Total Nilai Perolehan Air (NPA)

5,138,280.00Pajak Air Tanah (20%)
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Niaga besar dengan mata air , ada sumber daya air alternatif

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

NILAI
PEROLEHAN

AIR (NPA)

HARGA AIR
BAKU / HAB

(Rp.)

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR (FNA)
AIR

1 2 3 7 = 6*54 5 = 3*4 6
0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

1 1.00 X 0.60 + 3.00 x 0.40 = 1.80
1.00 x 0.60 + 3.05 x 0.40 = 1.82
1.00 x 0.60 + 3.10 x 0.40 = 1.84
1.00 x 0.60 + 3.15 x 0.40 = 1.86
1.00 x 0.60 + 3.20 x 0.40 = 1.88
1.00 x 0.60 + 3.25 x 0.40 = 1.90

54,000.00
491,400.00
552,000.00

1,674,000.00
2,820,000.00
5,700,000.00

600 1,080.00
1,092.00

1,104.00
1,116.00
1,128.00
1,140.00

50
2 600 450
3 600 500
4 600 1500
5 600 2500
6 600 5000

10000
11,291,400.00Total Nilal Perolehan Air (NPA)

2,258,280.00Pajak Air Tanah (20%)
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Industri besar dengan Air tanah dalam, ada sv.tnber daya air alternatif, kualitas air balk

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEM ANFAATAN AIR

HARGA AIR
BAKU/ HAB

(Rp.)

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

NILAI
PEROLEHAN

AIR (NPA)

VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR (FNA)
AIR

1 2 3 5 = 3*44 6 7 = 6*5
0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

1 3.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 3.40
3.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 3.60
3.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 3.80
3.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 4.00
3.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 4.20
3.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 4.40

102,000.00
972,000.00

1,140,000.00
3,600,000.00
6,300,000.00

13,200,000.00

600 2,040.00
2,160.00
2,280.00

2,400.00

2,520.00

2,640.00

50
2 600 450
3 600 500
4 600 1500
5 600 2500
6 600 5000

10000
25,314,000.00Total Nilai Perolehan Air (NPA)

5,062,800.00Pajak Air Tanah (20%)
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Industri bcsar dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NILAI
PEROLEH

AIR (NPV

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

HARGA AIR
BAKU / HAB

(Rp.)

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

VOLUME
FAKTOR NILAI AIR (FNA)NO AIR

7 « 6*56.5 = 3*432 41
138.0C

1,296,0C

1,500,0(

4,680,0(

8,100,0(

16,800,0(

0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

2,760.00

2,880.00
3,000.00
3,120.00

3,240.00

3,360.00

505.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 4.60 6001
4505.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 4.80 6002
5005.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 5.00

5.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 5.20

6003
15006004
25005.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 5.40 6005
50006005.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 5.606

10000
32,514,0(Total Nilai Perolehan Air (NPA)

6,502,8(Pajak Air Tanah (20%)
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Industri besar dengan mata air , ada sumber daya air altematif

NILAI
PEROLEH

AIR (NP/

VOLUME
PENGAMBILAN DAN
PEM ANFAATAN AIR

HARGA AIR
BAKU/ HAB

(Rp.)

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

VOLUMEFAKTOR NILAI AIR (FNA)NO AIR

7 = 6*53 5 = 3*42 61 4

0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

66,00

648,00

780,00

2,520,00

4,500,00

9,600,00

1.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 2.20 600 1,320.00

1,440.00

1,560.00

1,680.00

1,800.00

1,920.00

501

1.00 x 0.60 + 4.50 X 0.40 = 2.40 600 4502
600 5001.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 2.603

1.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 2.80 600 15004

1.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 3.00 600 25005
50001.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 3.20 6006

10000

18,114,OCTotal Nilai Perolehan Air (NPA)
3,622,8CPajak Air Tanah (20%)
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Peternakan dengan air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualftas air baik

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

NILAI
PEROLEH

AIR (NPi

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

HARGA AIR
BAKU/ HAB

(Rp.)

VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR (FNA) AIR

7 = 6*51 2 o 5 = 3*4 64

0-50 M3

51-500 M3

501-1C00 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

102,0C

972,0C

1,140,0C

3,600,0C
6,300,0C

13,200,0C

3.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 3.40 600 2,040.00

2,160.00

2,280.00
2,400.00
2,520.00
2,640.00

1 50

2 3.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 3.60 600 450

5003 3.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 3.80 600

3.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 4.00 600 15004

5 3.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 4.20 600 2500
50006 3.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 4.40 600

10000
25,314,0CTotal Nilai Perolehan Air (NPA)

5,062,8CPajak Air Tanah (20%)
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Peternakan dengan Air tanah dangka.i , ada sumber daya air altematif, kualitas air baik

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

HARGA AIR
BAKU / HAB

(Rp.)

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

NILAI
PEROLEt

AIR (NPJ

VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR (FNA)
AIR

1 7, 3 5 = 3*4 7 = 6*54 6

0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

5.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 4.60
5.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 4.80
5.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 5.00
5.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 5.20
5.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 5.40
5.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 5.60

1 600 2,760.00
2,880.00
3,000.00

3,120.00
3,240.00
3,360.00

50 138,0(

1,296,0(

1,500,0(

4,680,0(

8,100,0C

16,800,0C

2 600 450
3 600 500
4 600 1500
5 600 2500
6 600 5000

10000

32,514,0CTotal Nilai Perolehan Air (NPA)

6,502,8CPajak Air Tanah (20%)
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Poternakan dengan mata air , ada sumber daya air alternatif

VOLUME
PENGAM BILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

HARGA AIR
BAKU / HAB

(Rp.)

NILAI
PEROLEF

AIR (NPi

HARGA DASAR AIR
MENURUT SEGMEN

KUBIKASI (Rp.)

VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR (FNA)
AIR

1 2 3 5 = 3*4 7 = 6*54 6
0-50 M3

51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

> 5000 M3

1.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 2.201 600 1,320.00

1,440.00

1,560.00

1,680.00

1,800.00

1,920.00

66,0C

648,0(

780,0(

2,520,0(

4,500,0(

9,600,0C

50
2 1.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 2.40 600 450
3 1.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 2.60 600 500

1.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 2.804 600 1500
5 1.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 3.00 600 2500

1.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 3.206 600 5000

10000
18,114,0CTotal Nilai Perolehan Air (NPA)
3,622,8CPajak Air Tanah (20%)
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Perusahaan Daerah Air Minum
VOLUME

PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR

HARGA AIR HARGA DASAR AIR
MENURUTSEGMEN

KUBIKASI (Rp.)
NILAI PEROLEH

AIR(NPA)
VOLUMENO FAKTOR NILAI AIR(FNA) BAKU / HAB

AIR(Rp.)
2 5= 3*4 7=6*51 63 4

0-50
51-500 M3

501-1000 M3

1001-2500 M3

2501-5000 M3

>5000 m3

1 1,00 x 0,60 + 3,00 x 0,40 = 1,80
1,00 x 0,60 + 3,50 x 0,40 = 2,00
1,00 x 0,60 + 4,00 x 0,40 = 2,20
1,00 x 0,60 + 4,50 x 0,40 = 2,40
1,00 x 0,60 + 5,00 x 0,40 = 2,60
1,00 x 0,60 + 5,50 x 0,40 = 2,80

27.000,
270.000,(
330.000,(

1.080.000,1

1.950.000,1

835.800.000,(

300 540,00

600,00

660,00
720,00

780,00

840,00

50
2 300 450
3 300 500
4 300 1.500

2.500
995.000

1.000.000

5 300
6 300

Total Nilai Perolehan Air(NPA) 839.457,000,(
Pajak Air Tanah (20%) 167.891.400,(

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH
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